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1.Visi dan Misi
Universitas Lambung

Mangkurat

1.1 Visi

Visi Pasca Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat adalah :

Menjadi pascasarjana terkemuka dalam bidang lingkungan lahan basah
pada tahun 2027.

1.2 Misi

Misi Pasca Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat sebagai berikut:

a) Menyelenggarakan pendidikan pascasarjana untuk menghasilkan
lulusan yang mampu bersaing dan menemukan solusi
permasalahan dalam pengelolaan lingkungan lahan basah

b) Mengembangakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang
lingkungan lahan basah

¢) Menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi
berkaitan dalam pengelolaan lingkungan lahan basah

d) Mengembangkan tatakelola program pascasarjasana yang baik
dalam kelembagaan, kualitas SDM dan sarana dan prasarana

e) Menyelenggarakan kerjasama antar program pascasarjana
nasional dan internasional serta pemerintah dan dunia

usahalindustry

2. Rasional Standar

Kompetensi Lulusan

Implementasi rencana strategis (Renstra) dalam mewujudkan visi-misi
dan tujuan institusi memerlukan pembiayaan. Biaya yang diperlukan untuk
melaksanakan semua aktifitas yang tertuang dalam renstra berasal dari
semua sumber pendanaan yang dimiliki oleh institusi.penggunaan dana
dari sumber-sumber pendanaan institusi harus direncanakan setiap tahun
dengan baik dan di tuangkan dalam rencana anggaran tahunan. Rencana
anggaran tahunan uang baik akan terwujud apabila dalam
penyusunannya mengacu pada acuan yang standar dan berlaku umum
dilingkugan institusi tersebut. Terkait hal tersebut keberadaan standar

perencanaan anggaran tahunan sangat diperlukan agar dalam membuat
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rencana anggaran memiliki acuan yang jelas sehingga implementasi
rencana strategis dalam mewujudkan visi-misi dan tujuan institusi menjadi

efektif dan efisien.

3.Pihak yang
Bertanggung jawab
untuk Mencapai Isi
Standar Kompetensi

Lulusan

Pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi hingga tercapaianya
standar ini adalah :

3.1. Pimpinan Pascasarjana

3.2. Ketua Prodi

4. Definisi Istilah

4.1. Penerimaan PNBP fungsional yaitu PNBP yang bersumber dari hasil
penyelenggaraan tugas/fungsi teknis suatu departemen/lembaga
seperti : penerimaan pendidikan berupa uang pendidikan, uang ujian
masuk, uang ujian praktik dsb;

4.2. Penerimaan PNBP umum yaitu PNBP yang secara umum terdapat
pada setiap departemen/lembaga seperti (1) penerimaan penjualan
seperti penjualan barang yang dihapuskan, penjualan kendaraan
bermotor; (2) penerimaan sewa seperti sewa rumah dinas, sewa
gedung dan sewa barang milik negara lainnya; (3) penerimaan jasa
meliputi jasa giro; (4) penerimaan kembali dan penerimaan lain-lain,
contohnya penerimaan kembali kelebihan pembayaran gaji/pensiun
serta penerimaan denda.

4.3. Sewa adalah pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu

tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

5.Pernyataan Isi Standar | 5.1. Direktur Pascasarjana menetapkan prinsip-prinsip yang digunakan

Kompetensi Lulusan

dalam pengelolaan di masing-masing unit (universitas, fakultas,
jurusan/prodi, lembaga, biro, kabag dan kasubag) di lingkungan
Universitas Lambung Mangkurat tahun 2013 hingga 2020 adalah : adil,
efisien, transpran dan akuntabel

5.2. Direktur Pascasarjana menetapkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan

dengan pengelolaan keuangan pada masing-masing unit (universitas,
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5.3.

5.4.

fakultas, jurusan/prodi, lembaga, biro, kabag dan kasubag) di
lingkungan Universitas Lambung Mangkurat tahun 2013 hingga 2020
adalah : menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan
dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban.
Direktur Pascasarjana menetapkan sumber pendanaan untuk semua
aktivitas pelayanan pendidikan di lingkungan Unlam tahun 2013 hingga
2020 :
. APBN (PNBP dan rupiah murni)
" APBD/Hibah (Bantuan daerah)
5.3.1. Sumber pembiayaan PNBP berasal dari : (a) Penerimaan
Umum dan (b) Penerimaan Fungsional
5.3.2. Sumber pembiayaan rupiah murni berasal dari anggaran
PNBP dan dana APBN
5.3.3. Sumber pembiayaan APBD/Hibah (bantuan daerah)
sifatnya sama seperti rupiah murni, berasal dari anggaran
pemerintah daerah
Direktur Pascasarjana menetapkana sumber penerimaan yang berasal
dari penerimaan fungsional untuk tahun 2013 hingga 2020 berasal
dari :
5.4.1. Sumbangan Pembinaan Pendidikan
5.4.2. Biaya Seleksi Ujian Masuk Perguruan Tinggi
5.4.3. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi
perguruan tinggi;
5.4.4. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan
pendidikan
5.4.5. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah
atau lembaga non pemerintah; dan

5.4.6. Penerimaan dari masyarakat lainnya.
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Direktur Pascasarjana menetapkan sumber penerimaan yang berasal
dari penerimaan umum untuk tahun 2013 hingga 2020 berasal dari :
5.5.1. penerimaan sewa bus

5.5.2. penerimaan sewa gedung

5.5.3. penerimaan sewa lahan

5.5.4. penerimaan jasa parkir

5.5.5. penerimaan sewa kantin

Direktur Pascasarjana menetapkan sumber penerimaan yang berasal
dari sumber pembinaan pendidikan untuk tahun 2013 hingga 2020
diistilahkan dengan nama Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang memuat
lima kategori sumbangan.

Direktur Pascasarjana menetapkan pemanfaatan dana  yang
diperoleh institusi untuk tahun 2013 hingga 2020 adalah sebesar-
besarnya untuk pelayanan pendidikan yang diberikan intitusi terhadap
pelanggan internal dan pelanggan eksternal

Direktur Pascasarjana menetapkan penggunaan dana institusi untuk
setiap aktivitas pelayanan pendidikan yang diberikan terhadap
pelanggan internal dan pelanggan eksternal tahun 2013 hingga 2020
wajib mengikuti proses dan dilaporkan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Direktur Pascasarjana menetapkan pertanggungjawaban dan
pemeriksaan penggunaan dana institusi untuk setiap aktivitas
pelayanan pendidikan yang diberikan terhadap pelaggan internal dan
pelanggan eksternal tahun 2013 hingga 2020 secara internal dilakukan
oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Inspektorat Jendral
Kemendikbud, secara eksternal dilakukan oleh BPKP dan/atau BPK.

6. Strategi Pelaksanaan
Standar Kompetensi

Lulusan

Strategi yang dilakukan agar standar ini dapat diwujutkan atau dicapai

adalah :
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6.1 Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan Pascasarjana dan
ketua minat
6.2. Sosialisasi ke semua pihak terkait (civitas akademik, masyarakat dan

stakeholders)

7.Indikator Ketercapaian
Standar Kompetensi

Lulusan

Terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator minimal
95% rencana anggaran yang termuat dalam RKAKL Institusi (Universitas,
fakultas, jurusan/prodi, lembaga, biro, kabag dan kasubag di lingkungan

Unlam) dapat terserap dan direalisasikan setiap tahunnya.

8.Dokumen terkait
Pelaksanaan Standar

Kompetensi Lulusan

Dokumen terkait dalam menetapkan dan melaksanakan standar ini adalah

8.1 Manual Penetapan Standar (UNLAM-MNM.02.01)

8.2 Manual Pelaksanaan Standar (UNLAM-MNM.02.02)
8.3 Manual Pelaksanaan Standar (UNLAM-MNM.02.03)
8.4 Manual Pelaksanaan Standar (UNLAM-MNM.02.04)

8.5 Formulir/borang dan checklist

9.Referensi

9.1 Undang-undang No0.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional
9.2 Undang-undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
9.3 PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendididikan
9.4 PP No. 90 Tahun 2010 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementrian Negara/Lembaga
9.5 Perdirjen Perbendahraan Nomer Per 66/PB/2005 Tentang Mekanisme
Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara
9.6 Perdirjen Perbendaharaan Nomer Per 11/PB/2011 Tentang
Perubahan atas Perdirien Perbendaharaan Nomer Per 66/PB/2005
Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara




